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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Bitung. 

Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data diperoleh melalui 

wawancara dan dokumentasi dari pelaku UMKM di Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan 

Maesa, Kota Bitung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Pelaku UMKM yang memahami 

kewajiban pajaknya, mengetahui manfaat pajak bagi pembangunan daerah, serta memahami 

kemudahan fasilitas tarif PPh final 0,5% cenderung patuh dalam melaporkan dan membayar 

pajak. Namun, kendala masih ditemukan pada kurangnya sosialisasi, rendahnya pemahaman 

teknis pelaporan, dan persepsi bahwa pajak merupakan beban tambahan. Pemerintah daerah 

disarankan untuk meningkatkan program edukasi dan pendampingan bagi pelaku UMKM agar 

kesadaran pajak dapat terinternalisasi dengan baik. 

 

Kata Kunci: Kesadaran wajib pajak, Kepatuhan pajak, UMKM, Kota Bitung, Pajak 

penghasilan. 

 

 

PENDAHULUAN 

Pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas kepada Negara 

sesuai dengan peraturan hukum, tanpa mendapat imbalan langsung, dan diperuntukkan untuk 

kepentingan publik. Membayar pajak bukan hanya sebagai kewajiban warga negara, tetapi juga 

sebagai hak mereka untuk berpartisipasi dalam mendukung pembiayaan pemerintah dan 

pembangunan nasional. 

Pada akhir tahun 2023 realisasi pernerimaan perpajakan bersumber dari penerimaan 

pajak (Rp1,87 triliun, tumbuh 8,88 persen (yoy)) serta Kepabeanan dan cukai (Rp286,19 triliun, 

terkontraksi 9,94 persen (yoy)). Mengakhiri 2023, penerimaan pajak hattrick mencapai target, 

bahkan realisasi pada periode ini merupakan realisasi tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya. 

Kinerja penerimaan pajak tetap kuat meskipun terjadi penurunan harga komoditas dan 

ketidakpastian ekonomi global. 

 Penerimaan Pajak terutama berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 

Nonmigas Rp993,03 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah (PPN/PPnBM) Rp764,34 triliun. Pertumbuhan komponen penerimaan PPh Nonmigas 

tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang semakin membaik, utilisasi tenaga kerja akibat 

perbaikan gaji dan upah, serta tekanan akibat moderasi harga komoditas, restitusi, dan 

kebijakan yang tidak berulang. PPN Dalam Negeri yang sangat baik mencerminkan 

perekonomian domestik yang terus terjaga. 

Pada tahun 2023 pelaku usaha UMKM mencapai sekitar 66 juta. Kontribusi UMKM 

mencapai 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, setara Rp9.580 triliun. 

UMKM menyerap sekitar 117 juta pekerja (97%) dari total tenaga kerja. UMKM merupakan 

singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada dasarnya, UMKM adalah arti usaha  
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atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah 

tangga (Vinarta, 2023).  

 Sulawesi Utara dalam perkembangan ekonomi, khusus di bidang UMKM mengalami 

perkembangan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2019 yang aktif yaitu 

3620 badan ekonomi yang aktif, dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 yaitu 3772 badan 

koperasi yang aktif, tetapi pada tahun 2021 badan koperasi yang berada di Sulawesi utara 

mengalami penurunan yaitu 3688 badan usaha koperasi yang aktif.). Saat ini jumlah UMKM 

khususnya sektor mikro telah mencapai 385.212 pelaku lebih banyak jika dibandingkan dengan 

usaha kecil yang hanya 24.909 dan menengah 12.915. Dari keseluruhan jumlah pelaku UMKM 

di Sulawesi Utara yang berjumlah 423.036 usaha kecil menengah, dan 385.212 adalah usaha 

kecil (Mandang, Wantah, Kawulur, & Manongko, 2023) 

Di Kota Bitung sendiri Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengaj (UKM) mencatat di 

tahun 2023 terdapat sebanyak 32 ribu sekian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di 

kota Bitung (Elnusanews, 2023).UMKM di kota Bitung Sebagian besar merupakan usaha 

berbasis hasil laut dan juga hasil perkebunan, pelaku usaha UMKM di Kota Bitung ini sendiri 

telah di berikan wadah oleh pemerintah Kota Bitung untuk mempromosikan dan memasarkan 

produknya dalam Galeri UMKM yang di luncurkan pada tahun 2023. Mengingat besarnya 

potensi yang dimiliki oleh UMKM, maka diperlukan adanya kepatuhan wajib pajak bagi para 

pelaku UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya pembangunan 

ekonomi daerah di Kota Bitung. 

Dengan menjamurnya UMKM di Kota Bitung tentu saja dapat memberikan sumbangan 

yang cukup besar sebagai penerimaan negara dari sektor pajak. Meningkatkan pendapatan 

negara dari sektor pajak menghadapi tantangan yang signifikan karena banyaknya wajib pajak 

yang tidak patuh dalam melaporkan pajak yang seharusnya mereka bayar. Kesadaran mengenai 

wajib pajak adalah salah satu dasar untuk mengetahui apakah pelaku usaha akan taat dalam 

membayarkan pajak atau tidak. 

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk 

memenuhi kewajiban perpajakanya. Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak 

mengetahui dan merasa sehingga melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela. 

Kesadaran merupakan motivasi yang datangnya dari dalam diri manusia sendiri. Jadi kesadaran 

tidak bisa diukur dengan hitungan matematis. Kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak 

sangat sulit untuk diwujudkan. 

Dasar hukum pengenaan tarif PPh 0,5% bagi UMKM adalah PP 55 Tahun 2022. 

UMKM tetap dapat menggunakan tarif PPh 0,5% di Tahun 2024 sepanjang jangka waktu 

pemberlakuan ketentuan (7/4/3 tahun) masih berlaku dan peredaran bruto dalam Tahun Pajak 

2023 tidak melebihi Rp4,8 miliar. Mikro, Kecil, dan Menengah (WP UMKM) yang memiliki 

peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak mendapatkan fasilitas 

Pajak Penghasilan (PPh) dengan tarif final 0,5%. Penghitungan pajak bagi UMKM 

menggunakan tarif PPh final 0,5% ini dikenakan langsung atas peredaran bruto per bulan 

sehingga penghitungannya lebih sederhana.  

Selain dapat menggunakan tarif final 0,5%, terkusus untuk WP UMKM Orang Pribadi 

mendapat tambahan fasilitas. Sesuai Pasal 7 ayat (2a) UU PPh, WP UMKM Orang Pribadi 

tidak dikenai PPh atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam 1 (satu) tahun 

pajak. Dengan demikian, WP UMKM Orang Pribadi yang penghasilan bruto per tahunnya tidak 

melebihi Rp500 juta tidak membayar PPh final 0,5% sebagaimana dimaksud. Ketentuan ini 

berlaku sejak Tahun Pajak 2022. 

(Yulianti, 2022) Melakukan penelitian mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, 

kesadaran wajib pajak, dan pemahaman insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm 

pada masa pandemi covid-19. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi 

Perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, Kesadaran Wajib  
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Pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan Pemahaman 

Insentif Pajak mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

(Goran, 2024) Melakukan penelitian mengenai analisis tingkat kepatuhan wajib pajak 

dalam pembayaran pajak umkm di kabupaten sikka. Hasil dari penelitian ini adalah Tingkat 

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam membayar pajak Tahun pajak 2021-2023 di Kantor 

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka, dalam waktu 3 (tiga) tahun berturut-

turut mengalami hasil yang masih rendah dari segi persentase. Persentase tingkat kepatuhan 

wajib pajak UMKM yang membayar pajak pada tahun 2019-2022 berada pada tingkat 

penguasaan 0 - 54 % dengan skor standar rendah. Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM tahun 

pajak 2021-2023 masih belum bisa memenuhi target. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. 

Pasal 1, dinyatakan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan 

usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagai- mana diatur dalam UU tersebut. 

Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan 

oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan 

anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak 

langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil 

sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut (Farisi , Fasa , & Suharto , 2022). 

Pajak 

Pajak merupakan pungutan wajib yang harus dibayarkan oleh rakyat kepada Negara dan 

akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Menurut Pasal (1) ayat 

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan 

tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 

Kepatuhan Pajak 

Menurut Wardani dan Wati dalam (Afrida & Kusuma, 2022), Kepatuhan wajib pajak 

dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal ini bisa 

berupa sosialisasi dan faktor internal merupakan yang ada dalam diri wajib pajak tersebut. 

Ketidakpatuhan pelaporan pajak dapat disebabkan kurangnya penyuluhan atau sosialisasi 

sehingga sosialisasi pajak diperlukan untuk menambah faktor internal berupa pemahaman dan 

kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajaknya. 

Kesadaran Pajak 

Kesadaran didefinisikan sebagai suatu respon atau tanggapan terhadap kejadian yang 

ada di lingkungannya dan aspek kognitif yang mencakup ingatan, rasa dan pikiran. Kesadaran 

adalah sikap melibatkan keyakinan dan perasaan, serta kecenderungan untuk bertindak. 

Kesadaran juga bisa dimaknai perasaan yang dimiliki seseorang. Kesadaran adalah kemauan 

berdasarkan perasaan yang timbul dari diri sendiri dan tumbuh bersama rasa tanggung jawab. 

Adapun pengertian kesadaran WP adalah sikap mengerti dan mau menunaikan kewajiban 

perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku, Nasution dalam (Graha , Helpiastuti, & Widokarti, 

2024). 
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METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Penelitian ini dilakukan pada UMKM yang ada di Pusat Kota Bitung di Kelurahan Bitung 

Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung. Sumber data primer adalah sumber yang memberi 

pengumpul data akses ke informasi tanpa biaya, seperti informasi yang diperoleh melalui survei 

atau informasi yang diperoleh dari wawancara dengan responden. Data sekunder adalah data 

yang dihasilkan dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi, 

perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku yang menjadi teori, dan data yang 

diperoleh dari data olahan dari instansi yang bersangkutan dan data-data yang digunakan untuk 

mendukung hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dokumen, ditemukan beberapa poin penting: 

1. Tingkat Kesadaran Wajib Pajak UMKM di Kota Bitung 
Mayoritas pelaku UMKM di Kota Bitung telah mengetahui kewajiban perpajakannya 

secara umum, khususnya mengenai tarif PPh final 0,5% dan fasilitas pembebasan 

hingga Rp500 juta omzet per tahun. Kesadaran ini dipicu oleh adanya sosialisasi dari 

Dinas Koperasi dan UKM, meskipun frekuensinya masih terbatas. 

Namun, kesadaran ini belum sepenuhnya terinternalisasi, karena sebagian pelaku 

UMKM menganggap pajak hanya sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai 

kontribusi terhadap pembangunan daerah. 

2. Faktor yang Mendorong Kepatuhan 
o Pemahaman terhadap manfaat pajak bagi pembangunan infrastruktur dan 

pelayanan publik. 

o Adanya kemudahan tarif PPh final 0,5% yang dianggap ringan. 

o Pendampingan dari pemerintah daerah saat pengisian SPT. 

3. Faktor yang Menghambat Kepatuhan 
o Kurangnya pengetahuan teknis pelaporan pajak secara daring. 

o Rendahnya intensitas sosialisasi di wilayah pesisir dan sentra usaha kecil. 

o Persepsi bahwa pajak merupakan beban tambahan, terutama bagi usaha mikro 

dengan margin keuntungan rendah. 

4. Analisis Pengaruh Kesadaran terhadap Kepatuhan 
Dari perspektif teori perilaku, kesadaran pajak merupakan faktor internal yang kuat 

dalam memengaruhi kepatuhan. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa UMKM 

dengan tingkat kesadaran tinggi lebih proaktif dalam melakukan pelaporan dan 

pembayaran pajak tepat waktu. Sebaliknya, UMKM yang memiliki kesadaran rendah 

cenderung menunda atau bahkan mengabaikan kewajiban pajaknya. 

 

KESIMPULAN 

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota 

Bitung. 

2. Faktor pendorong kepatuhan meliputi pemahaman manfaat pajak, tarif PPh final 0,5% 

yang ringan, dan adanya pendampingan pelaporan. 

3. Faktor penghambat meliputi minimnya sosialisasi, rendahnya literasi teknologi 

perpajakan, dan persepsi pajak sebagai beban tambahan. 

4. Pemerintah daerah perlu meningkatkan frekuensi sosialisasi, memperluas akses edukasi 

pajak, serta menyediakan pendampingan teknis berkelanjutan bagi pelaku UMKM. 
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